
BUPATI ITATUNA

PROVINSI I(EPULITUAN RIAU

PERATURAIT BUPATI NATUNA

ITOMOR 50 TATIUI{ 2OI7

TENTAITG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TATIUN 2017

TENTAITG PER.'AI,ANAIT DINAS BAGI PB'ABAT NEGARA, PIMPINAII DAIT

AITGGOTA DEUIAIT PERUIAKILIIN RAI(YAT DAERAII, PEGAtrIAI ITEIGERI

DAIT PEGAIITAI TIDAK TE"TAP DI LItrGKI'ITGAIT PEMTRIITTAII

Menimbang

KABI'PATEIV ITATUITA

BUPATI NATI'IVA,

: a. bahwa sesuai dengan surat Sekretaris DPRD

Kabupaten Natuna nomor 175/SETWAN-

UMUM/IXI2OI7 /34O tanggal 18 September

perihal Usulan Analisa Kebutuhan Protokoler Alat
Kelengkapan DPRD, maka dipandang perlu untuk
melakukan perubahan ketentuan mengenai

perjalanan dinas bagr Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai

Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang perubahan atas

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2Ol7 tentang

Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna.

b.



Mengingat : 1. - Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indoesia Nomor 39021 sebagaimana telah diubah

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

34 Tahun 2OOB tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 111,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2371;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa0Q;

2.

3.

4.

FARAF KOORDIT{ASI

5.



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3$;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang

Majelis Permusyawaratan Ralqrat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AA9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 50a3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOO Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aOB);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44161, sebagaimana telah diubah terakhir
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_ dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2AAT

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler

Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OAT Nomor 47 , Tarrbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47121;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20OS tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a5781;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 20ll tentang Perubahan Kedr-la Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor

31O);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

1 13/PMK.OS /2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagr Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan

Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2OL6 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri

Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri

Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan

Perwakilan Ra\yat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun

2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
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18.

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL5 Nomor

20361;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagr

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemeritah

(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

18a5);

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

Per-22 /PBl2Ols tentang Ketentuan Lebih Lanjut

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak

Tetap;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013

Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2016 Nomor 6);

19.

20.

2t.

Menetapkan :

4#}r#'#34*#-*""'..".";:*.-

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 36 TAHUN 2AL7 TENTANG PERATURAN

BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI

PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA

DEWAN PERVTAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI

NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36

tahun zAfi tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara,

pimpinan dan anggota dewan perwakilan ralqyat daerah,

pegawai negeri dan pegawai tidak tetap di lingkungan

pemerintah kabupaten diubah sebagai berikut :
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1.

2.

3.

4.

5.

Ketentuan pasal 3O tentang Pengendalian Internal

tetap berlaku;

Ketentuan pasal 3O tentang Ketentuan lain-lain di

ganti menjadi ketentuan pasal 31;

Ketentuan pasal 31 tentang Ketentuan lain-lain di

ganti menjadi ketentuan pasal 32;

Ketentuan pasal 32 tentang Ketentuan lain-lain di

ganti menjadi ketentuan pasal 33;

Ketentuan pasal 33 diganti dengan ketentuan pasal

34 dan diubah sehingga berbunyi menjadi.

Pasal 34

(1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan, Pejabat

Negara dan Pimpinan DPRD dapat mengikut

sertakan Ajudan, maksimal 3 (tiga) orang ;

(21 Bagi anggota DPRD yang rnelaksanakan

perjalanan dinas jabatan 1 (satu) sampai dengan

3 (tiga) orang dapat mengikutsertakan 1 (satu)

orang pegawailpejabat dari Sekretariat DPRD ;

(3) Bagi anggota DPRD yang melaksanakan

perjalanan dinas jabatan sebanyak 4 (empat)

sampai dengan 10 (sepuluh) orang dapat

mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawailpejabat

dari Sekretariat DPRD ;

(4) Bagi anggota DPRD yang melaksanakan

perjalanan dinas jabatan lebih dari 1O (sepuluh)

orang dapat mengikutsertakan 3 (tiga) orang

pegawai/pejabat dari Sekretariat DPRD ;

(5) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh

Ajudan Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat {6} diberikan

Biaya Traasportasi dan Biaya Penginapan setara

dengan Pejabat Eselon III;

Ketentuan pasal 34 tentang Ketentuan Penutup di

ganti menjadi ketentuan pasal 35;

Ketentuan pasal 35 tentang Ketentuan Penutup di

ganti menjadi ketentuan pasal 36;

6.

7.



,.J",.rr"r, Bupati

diundangkan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 2[ No\,eMber wq

Diundangan di Ranai

pada tanggal 2l NOrlowtber tAfl

SEKRETARIS DAERAII

KABUPATEIT I{ATUNA

BERITA DATRAH KABUPATEN NATUITA TAHUN 2O7-T ITOMOR 5P.....

Pasal II

ini mulai berlaku pada tanggal

,TI NATI'NA,

F*RAFKOONOINA$I


